BAB I
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa meskipun SUAKA bukan merupakan organisasi yang
memegang mandat seperti yang ada pada UNHCR, tetapi peran SUAKA dalam
menangani permasalahan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia dilakukan
berdasarkan pada prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Hak-hak pengungsi dan
pencari suaka adalah hak asasi manusia dimana pengungsi dan pencari suaka
di Indonesia hidup tanpa ada perlindungan atas hak-hak asasinya. SUAKA
berfokus memberikan advokasi terhadap pengakuan, penegakkan, pemenuhan,
perlindungan dan kemajuan HAM para pengungsi dan pencari suaka di
Indonesia. Adapun peran yang selama ini telah dilakukan oleh SUAKA seperti
peran SUAKA dalam memberikan bantuan hukum, saran dan informasi kepada
pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, peran SUAKA dalam
memberdayakan dan menegakkan hak-hak pengungsi dan pencari suaka, peran
SUAKA dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu pencari
suaka dan pengungsi di Indonesia, serta peran SUAKA dalam melakukan
advokasi untuk pelaksanaan kebijakan yang melindungi hak-hak pengungsi

dan pencari suaka
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B. Saran

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian tentang peran
organisasi non pemerintah SUAKA dalam menangani permasalahan pengungsi

dan pencari suaka di Indonesia, maka penulis menyarankan bahwa :

1. Sebaiknya pemerintah harus membuka akses yang lebih besar bagi setiap
organisasi masyarakat atau LSM terkait perannya dalam memberikan
penanganan terhadap permasalahan pengungsi dan pencari suaka khususnya
di Indonesia sekalipun hal tersebut merupakan tugas dari UNHCR.

2. Pemerintah seharusnya membentuk satu peraturan perundang-undangan
yang mengakui bahwa pengungsi itu mempunyai hak-hak asasi yang harus
dihormati dan dijamin Khususnya hak untuk mendapatkan bantuan hukum,
pekerjaan dan pendidikan meskipun Indonesia bukan negara peserta
Konvensi tentang Status Pengungsi.

3. Sebaiknya harus ada dukungan lebih baik dari sektor swasta, pemerintah
maupun lembaga asing untuk mendanai program-program kerja SUAKA
dalam hal menangani permasalahan pengungsi dan pencari SUAKA di

Indonesia.
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